GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PENGUMUMAN
Nomor : B/800/110/BKD dan KORPRI-SET/2023

TENTANG

PENETAPAN NOMOR INDUK (NI) PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
Nomor: 880/B-MP.01.02/SD/D/2023 Tanggal 12 Januari 2023 Perihal: Usul
penetapan NI PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 secara elektronik, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebagaimana Pengumuman
Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/800/ 3238 /BKD dan KORPRI-SET/2022
tentang Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan Pengumuman Gubernur Kepulauan Riau
Nomor: B/800/081/BKD& KORPRI-SET/2023 tentang Hasil Akhir Seleksi
Kompetensi Pasca Sanggah Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2022 akan di usulkan penetapan NI PPPK Tenaga
Kesehatan;

2. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana pada angka 1 di atas, wajib

melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;

b. ljazah dan Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;

c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan
dan bermaterai;

d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan
bermeterai (format terlampi);

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;

f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS yang
bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah;

g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika,
precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit
Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada
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badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba
dimaksud.

. Pemberkasan penetapan NI PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dilakukan
secara elektronik (paperless) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
(SIASN) mulai tanggal 12 Januari 2023 - 5 Februari 2023;

. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat
diusulkan proses penetapan NI PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

. Seluruh proses pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau tidak dipungut biaya;

. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan Ilulus seleksi diketahui
memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu, Panitia Seleksi
dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;

. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Tanjungpinang, 18 Januari 2023
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat dan Tanggal Lahir

Agama

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1.

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak

pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau

tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk
BUMN/BUMD);

3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;

. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;

5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa

paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya

bersedia menerima sanksi apapun yang akan dijatuhkan terhadap saya.

..................... peeeenerneeennennnnnn 2023
Yang membuat,

Meterai
Rp. 10.000,-
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